
BAB! 

PENDAHULllAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh faktor 

pendidikan rakyatnya. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat 

pendidikan, semakin mudah bagi seseorang untuk mengembangkan 

pengetabuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat 

menjadi sumber daya yang sangat berperan dalam meningkatkan 

produktivitas yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Keberhasilan proses pendidikan sangat tergantung kepada 

tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai baik 

kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, untuk menjadikan 

pendidikan sebagai faktor penentu dari sebuah proses pembangunan suatu 

bangsa; salah satunya adalah ketersediaan tenaga pengajar. Dan tidak hanya 

itu, distribusi guru menjadi salah satu aspek penting agar secara komulatif 

proses pendidikan menjadi sukses dalam mengangkat kualitas sumber daya 

manusia yang efektif Oleh karena itu, guru adalah faktor yang mutlak 

untuk dicukupi. Bukan saja jumlahnya harus mencukupi, melainkan juga 
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mutunya harus baik; sebab jumlah dan mutu guru adalah unsur yang secara 

langsung ikut menentukan kekuatan sektor pendidikan. Dengan perkataan 

lain, kekuatan dan mutu pendidikan sesuatu negara dapat dinilai dengan 

mempergunakan faktor guru sebagai salah satu indeks utama. Itulah antara 

lain sebabnya mengapa guru merupakan faktor yang mutlak dalam 

pembangunan. Makin sungguh-sungguh suatu pemerintah untuk 

membangun negaranya, makin urgen kedudukan guru. 

Menurut Supriadi (2001:32) beberapa permasalahan yang hams 

direspon dalam pembangunan di bidang pendidikan khususnya terkait 

dengan keberadaan guru, yaitu sebagai berikut: 

I. Belum terdistribusinya dan terdayagunakannya tenaga kepcndidikan 
sernrn oP!irnal d!I!! merata s\:suai kebt!!l!han b•ik jumlah, 
spesialisasi, maupun profesionalismenya yang antara lain 
disebabkan oleh belurn adanya sistem pendataan dan informasi yang 
handal. Hal ini berdampak kepada rendahnya pendayagunaan tenaga 
kependidikan. 

2. Masih nmdahnYa ra!a-rat• prof•sionalisme gum atau tenaga 
kependidikan dengan indikator rendahnya kualifikasi pendidikan, 
kompetensi, dan pengalaman .. 

3. Belum tersedianya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 
yang bermutu dan terstandar 

Memperhatikan uraian di atas, salah satu permasalahan yang 

harus direspon dalam pembangunan bidang pendidikan di Indonesia, 

khususnya terkait dengan keberadaan guru adalah belum terdistribusinya 
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dan terdayagunakannya tenaga kependidikan secara optimal dan merata 

sesuai kebutuhan baikjumlah, spesialisasi, maupun profesionalismenya. 

Kabupaten Sintang sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di 

wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Baral dan juga berbatasan 

langsung dengan negara Malaysia juga mcnghadapi permasalahan dengan 

distribusi guru tersebut. Berdasarkan data mengenai perbandingan jumlah 

sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sekolah dasar di Kabupaten Sintang 

Tahun 2017 terlihat pada tabel di bawah ini 

Tabel I. I. Perbandingan Jumlah Sekolah, Jumlah Murid dan Jumlah 
Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang Tahun 2017 

r-No Kecamatan Jumlah Ruang Jumlah Jumlah 
Sekolah Ke las Guru Murid 

--·-- ---
1 Ambalau 22 109 78 2 .. 940 
2 Biniai Hulu 12 127 96 1.654 ---
3 Dedai 28 219 188 4.102 
4 Kayan Hilir 29 I _12_L 137 4.116 -- -----·- ----- ---- ·- ---~ 

5 Kayan Hulu 29 150 119 4.059 
6 Kelam Permai 17 143 112 2.390 
7 Ketunoau Hilir 34 229 198 4.077 
8 Ketungau Hulu 25 116 85 3.903 
9 Ketun••u Tengah Jl 154 12J 4.8~9 
IO Sungai Tebelian 28 249 218 4.330 
11 Sepauk 45 252 221 7.518 .. 

12 Serawai 21 122 91 4.220 
13 Sintang 35 807 1.271 8.272 
14 Temounak 27 186 155 4.347 

Jumlah 383 3.031 3092 60.787 

Somber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Smtang, 2018. 
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Berdasarkan data pada label di alas, diketahui terdapat 

perbandingan yang cukup mencolok mengenai Rasio Jumlah Sekolah 

dengan Jumlah Guru maupun Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Murid 

antara kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah 

perbatasan/pedalamam (Ambalau, Kayan Hulu, Ketungau Hulu, Ketungau 

Tengah, Serawai) dengan kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah 

perkotaan (Sintang, Binjai Hulu, Dedai, Kelam Permai, Sungai Tebelian). 

Tabel 1.2. Rasio Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Ruang Kelas dan 
Jum!ah Guru S~k9lah Pasar di KaPUPaten Sintang Tahun 
2017 

~~-------------~-------------- ----

No Kecamatan Rasio 

Sekolah Ruang Kelas Ruang Kelas 
dengan Murid dengan Murid dengan Gum 

f----+------+----~~--+---- -
,_1~_,_A~m~b_a_la_u___ _____ __ 133,63 26,97 _ 1,39 
f-2~+-B=-'=· nL}. a=-i =H=ulccuc___+----~13~7~,8c-c3--t----1=3->:,0~2 1,32 
t-~- D~ed=a=i~~--r---~14~6~,5~0c.r---=18~,7~3'+-----~1,=16'-" 
f-4~rK=aLv•a=n=H=ilccir __ +----~'-=-4i:-'l ,~9=3 +---~2"'4i,5cc0c-t-- 1,22 
5 Kayan Hutu 139,61 27/J6 1,26 

f--6~+-K~el=am~P~e~rm=-acci---t---~'4,~0~,5~8+----~1~6,~7=1+---~0~,7~8 
7 Ketungau Hilir 119,91 17,80 1,15 

,_8~+-K=et=ungau Hulu ______ 1_5 __ 6~, 1_2--+------3~3.~64-+----1=36-l 
9 1 Ketun£l!!!._Ten~ah ~15"'6~"]'=4'*~--=- c ... _31,?5. ·--~o.c•J,25 
10 Sungai Telielian 154,64 17,38 1,14 
II Senauk 167,06 29,83 1,14 
12 Serawai 200.95 34,59 1,34 
13 Sintang 236,34 10,25 1,04 
t--c-+--~-----t----~~c--t----~~c-t------ - ---~ 

14 T~mounak 161.90 23 37 1 20 
Somber: Dmas Pend1d1kan dan Kebudayaan Kabupaten Smtang, 2018. 
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Belum terdistribusinya secara merata Guru Sekolah Dasar tentunya 

akan berpengaruh terhadap kualitas proses pendidikan khususnya pada 

beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Beberapa permasalahan 

yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang dalam penempatan guru sekolah dasar negeri tersebut antara lain: 

1. Dari aspek pemindahan guru, pada masa lalu, salah satu kebijakan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Penempatan dan 

Pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri adalah melalui Keputusan Bupati 

Sintang Nomor 211 Tahun 2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Carnal sebagai 

Perangkat Daerah khususnya pada Bab IX Pasal 9 Bidang Kepegawaian. 

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti surat Bupati Sintang Nomor: 

I 00/1118/Tapem-A tanggal 2 Agustus 2002 perihal Pelimpahan 

Kewenangan serta telegram Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sintang Nomor 800/766/BKD-C tanggal 26 September 2002, telah 

dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sintang Nomor 800/972/BKD-C yang memuat petunjuk pelaksanaan 

kewenangan mutasi guru SD antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan. 

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang 

Nomor 800/972/BKD-C dijelaskan bahwa pertimbangan dimaksud adalah 
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dalam bentuk rekomendasi Carnal tentang persetuiuan atau tidak 

berkeberatan terhadap pennohonan mutasi pindah atas permintaan sendiri 

bagi PNS daerah tersebut di alas, tennasuk Guru SD di kecamatan yang 

bersangkutan. Masih berkembangnya budaya "ikut suami", "orang tua 

sakit" dan sebagainya, sehingga banyak guru-guru yang mengajukan 

pindah ke ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan. 

2. Dari aspek penempatan guru, formasi penerimaan guru sekolah dasar 

negeri belum sebanding dengan kebutuban selurub sekolah yang ada. 

Jumlah murid setiap tahunnya cenderung bertambah, sedangkan jumlah 

guru cenderung tidak bertambah. Selain itu, kondisi wilayah/geografis 

Kabupaten Sintang yang sebagian besar masih terisolir dan suht dijangkau 

serta belum tersedianya fasilitas yang mcmadai untuk guru (rumah dinas, 

kendaraan dinas dan sebagainya). Masih minimnya anggaran untuk 

mengangkat guru kontrak yang di danai melalui APBD Kabupaten Sintang. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mclakukan pene!itian mengenai: "Evaluasi Kebijakan Penempatan dan 

Pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri O!eh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang". 
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B. Perumusan Masalah 

Sebagairnana telah diungkapkan sebelurnnya, beberapa 

perrnasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang dalarn pemindahan dan penernpatan guru sekolah dasar 

negeri antara lain adalah: (I) Dari aspek pernindahan guru, adanya 

kebijakan pada rnasa lalu, yang rnernberikan kewenangan kepada Carnal 

untuk rnernberikan rekornendasi rnutasi pindah guru, yang rnenyebabkan 

banyak guru yang dapat pindah secara leluasa. Selain itu, dari aspek 

pernindahan adalah masih berkembangnya budaya "ikut suami", "orang tua 

sakit" dan sebagainya, sehingga banyak guru-guru yang mengajukan 

pindah ke ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan. (2) Dari aspek 

penempatan guru, formasi penerimaan guru sekolah dasar negeri belum 

sebanding dengan kebutuhan seluruh sekolah yang ada. Selain itu, kondisi 

wilayah/geografis Kabupaten Sintang yang sebagian besar masih terisolir 

dan sulit dijangkau serta belum tersedianya fasilitas yang memadai untuk 

guru (rumah dinas, kendaraan dinas dan sebagainya). Masih minimnya 

anggaran untuk mengangkat guru kontrak yang di <lanai melalui APBD 

Kabupaten Sintang. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah kondisi penempatan dan 
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pemindahan Guru Sekolah Oasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Ka bu paten Sintang?". Sedangkan sub-masalah dalarn 

penelitian in1 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat kecukupan dalarn penempatan dan pemindahan 

Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang? 

2. Bagaimanakah tingkat pemerataan dalam penempatan dan pemindahan 

Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang? 

3. Bagaimanakah tingkat ketepatan dalam penempatan dan pemindahan Guru 

Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang? 

4. Bagaimanakah efektivitas dalarn penempatan dan pemindahan Guru 

Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang? 

5. Bagaimanakah efisiensi dalarn penempatan dan pe1nindahan Guru Sekolah 

Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang' 

6. Bagaimanakah responsivitas dalarn penempatan dan pemindahan Guru 

Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian in1 bertujuan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar 

Negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Secara 

khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

l. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kecukupan dalam 

penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemerataan dalam 

penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ketepatan dalarn penempatan 

dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dalam penempatan dan 

pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dalarn penempatan dan 

pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang 
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6. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan responsivitas dalam penempatan 

dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, dapat memberikan konstribusi pemikiran dan khasanah 

teoritis dalam lingkup Administrasi Negara, khususnya yang 

berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan 

administrasi kepegawaian. 

2. Secara praktis, dapat memberikan konstribusi pemikiran kepada 

Pemerintah Kabupaten Sintang umumnya dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan khususnya mengenai langkah-langkah memperbaiki 

mekanisme kebijakan yang dapat ditempuh dalam hubungannya dengan 

pemindahan dan penempatan Guru SD Negeri di Kabupaten Sintang. 
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A. Kajian Teoritis 

BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

1. Konsep Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. lstilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Parson, 2011 : 32). Sedangkan 

menurut pengertian istilah "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan" (Wirawan : 

2009). 

Istilah evaluasi mempunya1 arti yang berhubungan, mas1ng~mas1ng 

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 

program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rattmg) dan penilaian (assessment) kata-kata yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis basil kebijakan dalam arti satuan nilainya. 

Dalarn arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 
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mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada 

kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena basil tersebut member sumbangan pada 

tujuan atau sasaran, da\arn hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah 

mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah 

kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000). 

Evaluasi mcrupakan salah satu tingkatan di dalarn proses kebijakan publik, 

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu 

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mernpunyai definisi yang beragarn, 

Dunn (2000:68), memberikan arti pada istilab evaluasi bahwa: 

"Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 
(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata­
kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis basil kebijakan dalam arti 
satuan nilainya_ Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan 
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat basil kebijakan". 

Bedasarkan pengertian di atas, dalam kontek penelitian ini, maka evaluasi 

meupakan usaha untuk menganalisis basil kebijakan penempatan guru sekolab 

dasar negeri oleb Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. 

Evaluasi kebijakan merupakan basil kebijakan dimana pada kenyataannya 

mempunyai nilai dari basil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu 

proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (dalarn 

Mustafadijaya, 2003) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian 

kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah 

dirumuskan dan dilaksanakan dapat mengbasilkan darnpak yang diinginkan. J adi, 
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evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih 

basil yang diinginkan. 

Adapun menurut Nugrobo (2003:44) berpendapat bahwa evaluasi 

merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. 

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tuJuan yang hendak dicapai dalam 

penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sebingga dapat 

disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau 

dilanjutkan. Wirawan (2009:14) mengemukakan definisi penilaian (evaluating) 

adalah: 

Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang 
nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa ha! 
yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu: 
I. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi 

tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi. 
2. Bahwa penilaiaan itu aclalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian 

adalah kegiatan yang terns menerus dilakukan oleh administrasi dan 
manaJemen 

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara basil pelaksanaan 
yang sesungguhnya dengan basil yang seharusnya dicapai 

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi penempatan 

guru sekolab dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang adalab suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta 

membandingkan basil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan basil 

yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh infonnasi mengenai nilai 

atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14 

penyimpangan di dalamnya. Menurut Nugroho (2014 ), evaluasi kebijakan 

pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebiJakan yang ada telah 

sukses atau gaga! mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan 

pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk 

dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan_ 

Menurut Dunn (2000:609, 610 dan 611) fungsi evaluasi, yaitu: 

"Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid 
dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi 
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada 
aplikasi metode-metode analisis kebijakan Jainnya, tennasuk perumusan 
masalah dan rekomendasi". 

Berdasarkan pendapat di alas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

penempatan guru sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena 

dengan evaluasi kita dapat menilai seberapajauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. 

Sebingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan altematif kebijakan 

yang barn atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang 

membedakannya nsik. 

I. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik: "fakta" 
maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program 
tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) 
diperlukan tidak banya bahwa basil-basil kebijakan berbarga bagi 
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sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk 
menyatakan demikian, hams didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil 
keb1jakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang 
dilakukan untuk pemecahan masalah tertentu. Oleh karena itu, 
pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. 

2. Or1entasi Masa Kini dan Masa Inmpau. Tuntutan evaluatif, berbeda 
dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan 
masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif 
dan setelah aksi-aksi dilakukan (e.x post). Rekomendasi yang juga 
mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum 
aksi-aksi dilakukan (ex ante) 

3. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 
kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus 
cara. Evakuasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan 
nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrisik 
(diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu 
mempengaruhipencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata 
didalam sutu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan sating 
ketergantungan antar tujuan dan sasaran. (Dunn, 2003:608-609) 

Berdasarkan penjelasan di atas, karak!eristik evaluasi penempatan guru 

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena 

evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan 

dan sasaran kebijakan. Ked11a yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk 

menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja 

tetapi juga dilihat dari bukti atau fakia bahwa kebijakan dapat memecahkan 

masa1ah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena 

tuntutan evaluatif diarahkan pada basil sekarang dan masa lalu sehingga basil 

evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas 

nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi 
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sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam 

mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. 

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya 

suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik 

tersebut Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan inforrnasi terdapat 

kriteria evaluasi sebagai berikut 

Tabel 2.1. 
Kriteria Evaluasi 

~-TiPe ~iteria 
. - -·---------- ----- - ··-· 

I Pertanyaan 
_ ktivitas Apakab basil yang diinginkan telah dicapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai 
basil yang diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jaub pencapaian basil yang diinginkan 
memecahkan masalah? -

Pemerataan Apakab biaya dan manfaat didistribusikan dengan 
merata kepada kelompok-kelomnok tertentu? 

Resposivitas Apakab basil kebijakan memuaskan kebutuban, 
preferensi atau nilai kelompok-kelomook tertentu' 

----- -- -

Ketepatan Apakab basil (tujuan) yang diinginkan benar-benar 
bermna atau bemilai? 

(Sumber: Dunn, 2000:610) 

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolok ukur atau indikator dari evaluasi 

kebijakan publik. Berdasarkan unsur-unsur pokok di atas, maka pertanyaan yang 

dapat dirumuskan untuk penelitian ini dengan mengacu pada pendapat William N. 

Dunn sebagai berikut: 
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1. Apakah hasil yang diinginkan dalam penempatan dan pemindahan guru 

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang telah dicapai? 

2. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasli yang diinginkan 

dalam penernpatan dan pemindahan sekolah dasar negeri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang? 

3. Seberapa jauh pencapaian hasil yang d1inginkan memecahkan masalah 

penempatan dan pemindahan guru sekolah dasar negcri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang' 

4. Apakah biaya dan manfaat penempatan dan pemindahan guru sekolah dasar 

negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan Kabupaten Sintang 

didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? 

5. Apakah hasil kebijakan penempatan dan pemindahan guru sekolah dasar 

negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? 

6. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dalam penempatan dan pemindahan 

guru sekolab dasar negeri o!eh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang benar-benar berguna atau bemilai? 

Pencapaian tujuan dari suatu rogram seperti halnya penempatan guru 

sekolab dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



18 

Sintang tidak dapat kita nilai jika tidak kita lakukan pemantauan atau monitoring 

dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan penting dalam proses 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui efektifitas dan 

efesiensi program sosial yang diberikan. Monitoring dan Evaluasi dalam kontek 

pembangunan kesejahteraan sosial mencakup pertanyaan tentang (I) Apakah 

program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan, (2) Apakah program 

tersebut telah menjangkau sasaran pelayanan (target groups) secara maksimal, (3) 

Apakah metode atau cara pembcrian layanan dapat diterapkan, ( 4) apakah tenaga 

pelaksana telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, (5) Apa 

bentuk rekomendasi yang dusulkan untuk pelayanan dimasa akan datang. 

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan tcrsebut telah dapat 

dilaksanakan diperlukan suatu bentuk usaha pemantauan dan evaluasi. Menurut 

Dipohusodo (1996) menyebutkan bahwa monitoring adalah pemantauan secara 

terus-menerus proses pengumpulan informasi dari perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui masukan (inputs) sumber-sumber dalam 

rencana digunakan, bagaimana implemetasinya, apakah rentang waktu terpenuhi 

secara tepat, apakah setiap asfek dalam perencanaan dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. Sedangkan Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan dan /atau 

kegagalan suatu rencana program, Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok 

sasaran dan menganalis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar 
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rencana ( extemalitas). Hal ini didukung oleh pendapat Mustafadijaya, (2003:8) 

bahwa "evaluasi dalam bcberapa haJ serupa dengan pengawasan, pengendalian, 

penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemonitoran". 

Menurut Dunn (2000:608) "istilah evaluasi mempunyai arti yang 

berhubungan di mana masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai 

terhadap basil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisa[), pemberian angka (rating), dan 

penilaian (assegment) yaitu kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis 

basil kebijakan dalam arti satuan nilainya". Dalam arti yang Iebih spesifik 

evaluasi berkenaan dengan produksi infonnasi mengenai manfaat hasil kebijakan. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program tclah mencapai 

tingkat kinerja yang bennakna. 

Selanjutnya, apabila dilihat dari fungsinya, Dunn (2000 609 - 611) 

mengatakan paling tidak ada tiga fungsi evaluasi, yakni '( 1) memberi infonnasi 

yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai me!alui tindakan publik: (2) 

membcri sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target, (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode­

metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi". Atas dasar beberapa pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan 

bahwa inti dari evaluasi suatu program adalah ( 1) untuk menilai keberhasilan 
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suatu program, (2) untuk melihat seberapa baik program tersebut dilaksanakan, 

(3) mendapatkan masukan berupa pemikiran-pemikiran yang pada gilirannya akan 

dapat dimanfaatkan guna membuat keputusan berikutnya, (4) menciptakan 

peningkatan program di masa mendatang. 

Menurut Owen dan Rogers (dalam Dipohusodo, 1996), ada 5 (lima) objek 

sasaran yang dapat dijadikan bahan Monitoring dan Evaluasi yaitu : (I) Program, 

adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu 

perubahan tertentu, (2). Kebijakan, adalah prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara 

bertindak yang dibuat secara terencana dalam mencapai tujuan tertentu, (3) 

Organisasi, adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk melakukan kegiatan 

dalam mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati, (4) Produk atau hasil adalah 

keluaran atau out put yang dihasilkan dari basil proses kegiatan tetertu, (5) 

Individu adalah orang yang ada dalarn organisasi atau masyarakat yang 

memfokuskan kepada kemampuan melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 

organisasi atau masyarakat. 

Evaluasi suatu proyek atau kegiatan pada dasamya adalah suatu 

pemeriksaan secara sistematis terhadap rnasa lampau yang akan digunakan untuk 

merarnalkan, memperhitungkan dan mengendalikan hari depan secara lebih baik 

Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada mencari 

kesalahan-kesalahan di masa lalu dan diarahkan pada upaya peningkatan 

kesempatan demi keberhasilan tujuan kegiatan, atau dengan kata lain tujuan 
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evaluasi adalah untuk penyempumaan kegiatan di masa mendatang. Menurut Van 

Dusseldorp (dalam Mustafadijaya, 2003:29): Studi evaluasi dapal dibedakan 

berdasarkan 2 (dua) kriteria pokok, siapa yang melaksanakan evaluasi itu dan 

pada tahapan perencanaan pembangunan yang manakah eva1uasi tersebut 

dilaksanakan. Kalau evaluast itu berlangsung sebelum kegiatan dilaksanakan, 

maka evaluasi itu disebut evaluasi ex ante. Sedangkan jika evaluasi tersebut 

berlangsung sesudah dilaksanakan, disebut ex post. Evaluasi ex post paling tepat 

jika dilakukan dengan cara meninjau secara menyeluruh dan sistematik terhadap 

proyek yang ada. 

Berdasarkan pada waktu pelaksanaannya terdapat dua macam evaluasi 

(Dipohusodo, 1996:64), yaitu "evaluasi summatifyang dilakukan setelah kegiatan 

berakhir dan evaluasi fonnatif dilaksanakan pada saat kegiatanlproyek sedang 

berjalan". Evaluasi summatif bermanfaat untuk digunakan merumuskan 

kebijaksanaan dan perencanaan kegiatan/proyek-proyek serupa lainnya di masa 

mendatang. Evaluasi fonnatif digunakan untuk kcperluan penyesuaian dan 

perencanaan ulang atas kegiatan/proyek yang sedang berjalan. Perencanaan 

evaluasi harus sudah dipertimbangkan pada saat menyusun daftar kegiatan yang 

akan dilaksanakan dan paling lambat disiapkan pada tahap-tahap awal 

pelaksanaan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan - kebutuhan evaluasi secara 

lebih dini berarti penyusunan logika proyek berlangsung lebih realistis, sehingga 

dapat menentukan informasi dan menyiapkan data-data indikator yang diperlukan. 
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Karena untuk dapat mengcvaluasi sesuatu proyek harus berlandaskan pada 

pengertian apa yang diharapkan dapat dicapai oleh proyek, sehingga dengan 

sendirinya harus menggunakan perangkat kerangka logis. 

2. Konsep Manajemen Somber Daya Manusia 

Makna yang terkandung dalam konsep sumber daya manusia tak terlepas 

dengan pembahasan mengenai manajemen personalia, karena pada dasarnya 

menaJemen sumberdaya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu 

mencapai tujuan-tujuan organisasi (Dessler , 1997: 139). 

Untuk mengatur PNS dan supaya fungsi-fungsinya dapat berjalan dengan 

Jancar, maka perlu manajemen sumber daya manusia. Aktivitas-aktivitas yang 

berkaitan dengan MSDM ini secara umum mencakup : 

1. Desain organisasi 

2. Staffing 

3. Pengembangan pegawai dan organisasi 

4. Penilaian kinerja dan manajemen 

5. Sistem penghargaan dan insentif 

6. Peningkatan produktivitas 

7. Hubungan atasan dan bawaban 

8. Kesehatan dan keamanan 
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Daiam lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

menurut Hadiati (200 I :32), "kegiatan terakhir dari staffing adaiah penempatan 

yang meliputi penempatan bagi pegawai barn maupun pegawai lama". 

Menurut Hadiati (2001 ;32): 

Penempatan bukan kegiatan kecil bagi unit Sumber Daya Manusia 
(SDM), karena penempatan akan sangat menentukan tingkat 
produktifitas pegawai. Banyak terjadi, karena penempatan yang salah 
yaitu tanpa mempertimbangkan berbagai faktor, motivasi pegawai 
menurun yang menyebabkan tingkat produktivitas menurun, turn over 
tinggi, dan sebagainya. Hai biasa, bila pada awal bekerja seorang 
pegawai akan rnenanyakan apakah dia akan cocok bekerja disitu atau 
apakah dia bisa mengerjakannya. Pertanyaan ini harus diantisipasi oleh 
departemen SDM, sehingga untuk meningkatkan rasa percaya diri si 
pegawai harus dikreasi suatu kegiatan yang akan mengenalkan pegawai 
kepada situasi kerjanya. 

Berdasakan pendapat di atas, penempatan guru sekoiah dasar negeri oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merupakan bagian 

penting dalam pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia, karena akan 

sangat menentukan tingkat produktifitas guru. Selain itu, pengertian 

pengembangan sumber daya aparatur secara makro seperti yang diungkapkan oleh 

Usmara (2002:17) adalah suatu proses peningkatan kuaiitas atau kemampuan 

manusia dalarn rangka mencapai suatu pembangunan bangsa, sedangkan secara 

mikro pengembangan sumber daya aparatur adaiah proses perencanaan 

pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai 

basil optimum. Sekalipun peningkatan sumber daya aparatur telah sering 

dilakukan melalui peiatihan - peiatihan, narnun masih diperiukan informasi 
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melalui strategy learning dan learning organization. Hal tersebut dapat dipahami 

karena sering kali pelatihan~pelatihan yang didapatkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. 

Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti yang di ungkapkan 

oleh Hasibuan (200I:167) adalah untuk menghasilkan kerangka kerja yang 

bertalian secara log1s dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di 

mana pegawai didorong belajar dan berkembang. Aktifitas pengembangan sumber 

daya manusia termasuk program pelatihan tradisional, tetapi penekanannya lebih 

banyak pada pengembangan modal intelektual dan mempromosikan pembelajaran 

organisasi, tim dan individu. Fokus pada menciptakan organisasi pembelajaran, 

dimana didalamnya dikelola pengetahuan secara sistematis. Pengembangan 

sumber daya manusia juga mengenai pendekatan perencanaan untuk mendorong 

pengembangan diri dengan dukungan dan panduan memandai din dalarn 

organisasi. Walaupun pengembangan sumber daya manusia dikendalikan oleh 

bisnis, kebijakannya harus memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan individu. 

Meningkatnya manfaat mengenai kemampuan dipekerjakan di luar sama seperti 

kemampuan diperkerjakan di dalam organisas1 seharusnya merupakan 

pertimbangan utama kebijakan pengembangan sumber daya manusia. 
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3. Konsep Penempatan Pegawai 

Menurut Hadiati (200 I :32) "tahap pertama yang harus diperhatikan 

dalam penempatan pegawai adalah: orientasi". Proses pengenalan situasi kerja 

kepada pegawai, baik baru maupun lama, merupakan awal kegiatan 

penempatan. Proses pengenalan atau orientasi pegawai baru ini mempunyai 

tujuan utama memberi infonnasi umum tentang organisas1 yang meliputi 

kultur, norma, tradisi, hak dan kewajiban pegawai, pekerjaan dan sebagainya. 

Dengan demikian, titik tolak pandangan bahwa pegawai baru 

sebenamya ingin diterima sebagai anggota organisasi. Mereka ingin 

diperlakukan sebagai anggota yang baik , bertanggung jawab, dan mgm 

berkontribusi secara optimal. Dengan titik tolak pandangan ini program bisa 

disusun dengan pendekatan formal dan informal. Sedangkan untuk pegawai 

lam perlu pula disusun program orientasi yang tentu saja berbeda 

pendekatannya dengan orientasi bagi pegawai barn pegawai barn. Sering ada 

persepsi bahwa untuk pegawai lama tidak perlu dilakukan orientasi karena 

mereka sudah rnengenal orientasi. Persepsi ini tidak salah namun harus diingat 

bahwa mungkin mereka sudah 1nengenal organisasi tetapi pengenalan ini 

mungkin terletak pada hal-hal umum seperti rencana organisasi, struktur, 

kepentingan pegawai, hak-haknya, dan sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal 

teknis lainnya merekajuga membutuhkan teknik orientasi. 
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Menurut Hadiati (2001 :33) beberapa aspek yang biasanya diberikan 

pada program orientasi adalah: 

a. Aspek organisasi 
(I) sejarab organisasi 
(2) struktur dan tipe organisasi 
(3) nomenklatur dan literatur 
(4) pengenalan pejabat 
(5) tata ruang dan tata letak fasilitas kerja 
(6) berbagai ketentuan normative 
(7) produk organisasi 

b. Kepentingan pegawai 
(I) penghasilan 
(2) jam kerja 
(3) hak cuti 
(4) fasilitas yang tersedia 
(5) pendidikan dan pelatihan 
(6) pensiunan 

c. Ruang lingkup tugas 
(I) jenis dan lokasi pekerjaan 
(2) syarat dan jarninan kearnanan 
(3) tujuan pekerjaan 
( 4) hubungan dengan pckerjaan atau unit lainnya 

d. Perkenalan 
(I) kepada pejabat 
(2) kepada supervisor 
(3) kepada para pegawai lama 
(4) kepada pejabat konselor 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa aspek yang seharusnya 

diberikan pada program orientasi dalarn penempatan guru sekolah dasar 

negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah 

Aspek organisasi, Kepentingan pegawai, Ruang lingktip !ligas dan 

Perkenalan. Aspek lainnya dalarn penempatan pegawai adalah:promosi. 

Menurut Hadiati (2001 :34) "promosi adalah perpindahan seorang pegawai ke 
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posisi yang Jebih tinggi dengan tanggungjawab, wewenang dan hak yang Jebih 

tinggi yang tentu pula dcngan level yang lebih tinggi dalam organisasi". 

Berdasarkan pendapat tesebut, promosi adalah perpindahan seorang guru ke 

posisi yang lebih tinggi dengan tanggungjawab, wewenang dan hak yang Jebih 

tinggi yang tentu pula dengan level yang Jebih tinggi dalam organisasi. 

Promosi merupakan dambaan setiap pegawai karena hal itu 

menunjukkan penghargaan organ1sas1 terhadap apa yang telah 

dikontribusikannya. Kriteria yang biasa digunakan dalam promosi adalah 

senioritas dan prestasi kerja atau merit. Penggunaan sistem prestasi kerja 

berarti diperlukan sistem penilaian kinerja yang obyektif sehingga tidak 

menimbu1kan perasaan kecemburuan dari pegawai yang lain. Namun demikian 

prestasi kerja bukan satu-satunya !criteria, perlu dianalisa pula potensi pegawai 

yang bersangkutan. 

Promosi dengan kriteria ini sering menimbulkan masalah bagi 

pegawa1 senior yang merasa bahwa mereka lebih berpengalaman daripada 

pegawai muda yang berprestasi tinggi, namun menimhulkan motivasi tinggi 

bagi pegawai lain sehingga mereka mungkin berlomba untuk menunjukkan 

prestasinya. Hasil akbir adalah produktivitas organisasi yang meningkat. 

Produksi dengan menggunakan kriteria senioritas berarti bahwa pegawai yang 

berhak dipromosikan adalah pegawai yang paling lama masa bekerjanya. 

Adapun pertimbangan yang biasa dipakai pada sistem ini menurut Hadiati 
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(2001 :34) adalah: "(a) Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang, dihhat 

dari segi loyalitas, (b) Penilaian biasanya obyektif karena hanya 

metnpertimbangkan rnasa kerja, dan (c) Mendorong organisasi untuk selalu 

mengembangkan pegawainya sehingga selain senior mereka juga 

berpengetahuan dan berketerampilan". 

Kelemahan sistem senioritas aclalah mengurangi motivasi para 

pegawai muda yang berprestasi, karena mereka harus menunggu giliran untuk 

prornosi. Di sisi lain belum tentu orang yang senior memiliki prestasi yang 

bagus atau produktif. Untuk memperkecil kelemahan dari kedua sistem ini, 

maka banyak organisasi menggabungkan sistem senioritas dengan sistem 

merit. 

Selanjutnya, aspek dalam penempatan pegawai adalah mutas1. 

Mutasi menurut Hadiati (2001:35) "adalah perpindahan dan penempatan 

pegawai dari satu tempat ke tempat yang lain yang relatif sama dalam 

tanggungjawab, wewenang dan penghasilan". Mutasi dilaksanakan dengan 

tujuan memberi pengalarnan yang berbeda kepada pegawai, memberi 

pengetahuan dan keterampilan baru, atau mungkin dalarn rangka 

meminimalkan kebosanan yang mungkin timbul setelah sekian lama 

melakukan pekerjaan yang sarua. Ada juga mutasi yang dilaksanakan dalaru 

rangka memberi bekal kepada pegawai sehingga apabila nanti akan 
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dipromosikan mereka sudah siap dalam arti mempunya1 pengalaman yang 

beragam. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:102) "mutasi adalah suatu 

perubahan posisi/jabatan/tempatlpekerjaan yang dilakukan baik secara 

horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi". 

Salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi pegawai 

adalah mutasi pegawai. Karena dengan penilaian prestasi pegawai akan 

diketahui kecakapan pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (Job 

description) yang dibebankan kepadanya. Mutasi ini harus didasarkan atas 

indeks prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai bersangkutan. 

Dengan adanya mutasi diharapkan dapat memberikan uratan 

pekerjaan, sifat pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan alat-alat kerja yang 

cocok bagi pegawai bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efisien dan 

efektif pada jabatan itu. 

lstilah-istilah yang sama dengan pengertian mutasi adalah 

pe1nindahan transfers, job rotation pegawai. Pada dasarnya mutasi termasuk 

dalam fungsi pengembangan pegawai, karena tujuannya adalah untuk 

meningkatkan efisiensii dan efektivitas kerja. Tujuan mutasi menurut 

Hasibuan (200 I : I 02) adalah; 

I. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 
2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan 

komposisi pekerjaan atau jabatan. 
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3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai. 
4. Untuk menghilangkan rasa bosanljemu terhadap pekerJaannya. 
5. Untuk memberikan perangsang agar pegawai mau berupaya 

meningkatkan karir yang lebih tinggi. 
6. Untuk pelaksanaan hukumanlsanksi atas pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukannya. 
7. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan atas prestasinya 
8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan 

terbuka. 
9. Untuk tindakan pengamanan yang Jebb baik. 
I 0. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi t'isik pegawai. 
11. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penempatan guru sekolah 

dasar negeri antara lain ada1ah untuk meningkatkan produktivitas kerja guru, 

untuk menciptakan keseimbangan antara ketesediaan guru dengan kornposisi 

pekerjaan atau jabatan, tntuk memperluas atau menambah pengetahuan guru, 

serta untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya. 

Dasar mutasi adalah memutasikan pegawai kepada posisi yang 

tepat dan pekerjaan yang scsuai, agar semangat dan prouktivitas kerjanya 

meningkat. Menurut Hasibuan (200I;102) "ada tiga dasarllandasan 

pelaksanaan mutasi pegawai yang kita kenal merit system, seniority system, 

spoiled system ". 

I. Merit System 
Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat 
ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system atau career 
system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena: 
a) output dan produktivitasnya meningkat; 
b) semangat kerja meningkat; 
c) jumlah kesalahan yang diperbuat menurun; 
d) absensi dan disiplin pegawai semakin baik; 
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e) Jumlah kecelakaan akan menurun. 
2. !3enior1ty System 

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa krja, usia, dan 
pengalaman kerja dari pegawai bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini 
tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan 
senioritas belum tentu mampu memangku jabatan baru. 

3. Spoil System 
Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem 
mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan 
suka atau tidak suka (like or dislike). 

Berdasarkan pendapat di atas, tiga dasar/landasan pelaksanaan 

penempatan guru adalah merit syslem, .seniority .\ystem, spoiled system. Merit 

._))'stem adalah penempatan guru yang didasarkan atao; landasan yang bersifat 

ilmiah, objektif, dan basil prestasi kerjanya. .Seniorify 5iystem adalah 

penempatan guru yang didasarkan atas landasan masa krja, usia, dan 

pengalaman kerja dari guru bersangkutan. Spoil System adalah penempatan 

guru yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. 

Menurut Hasibuan (2001;!03) ada dua cara mutasi yang dilakukan 

dalam suatu organisasi: 

I. Cara tidak ilmiab, dilakukan dengan cara·. 
a. Tidak didasarkan kepada norrna/standar kriteria tertentu 
b. Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazab, bukan atas 

prestasi atau faktor-faktor riil 
c. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas 

kebutuhan riil pegawai 
d. Berdasarkan spoil system 

2. Cara ilmiah, dilakukan dengan cara: 
a. berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti ana1isis 

pekerjaa; 
b. berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata; 
c. berorientasi pada formasi riil kepegawaian; 
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d. berorientasi pada tujuan yang beraneka ragam; 
c. berdasarkan ob3ektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Ruang lingkup mutasi rnencakup semua perubahan 

posisi/pekerjaan/tempat pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal 

(promosi/demosi) yang dilakukan karena alas an personal transfers ataupun 

production transfer di dalam suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2001;104) 

"mutasi ini merupakan penempatan kembali (replacement) pegawai ke 

posisi/tempat yang barn sehingga kemampuan dan kecakapan kerjanya 

semakin baik, mencakup mutasi secara horizontal dan vertikal". 

1. Mutasi horizontal (job rotation1transfer) artinya perubahan tempat 
atau jabatan pegawai tetapi masih pada ranking yang sama dalam 
organisasi itu. Mutasi horizontal mencakup "mutasi tempat dan 
mutasi jabatan". 
a.Mutasi tempat (tour of area) adalah perubahan tempat kerja, tetapi 

tanpa perubahan jabatan/posisi/golongannya. Sebabnya adalah 
karena rasa bosan atau tidak cocok pada suatu tempat baik karena 
kesehatan maupun pergaulan yang kurang baik. 

b. Mutasi 3abatan (tour of duty) adalah perubahan jabatan atau 
penempatan pada posisi semula. 

2. Mutasi vertikal adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan, promosi 
atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. 
Promosi memperbesar authority dan responsibility. sedang demosi 
mengurangi authority dan responsibility seorang pegawai. 

Berdasarkan pendapat di atas, ruang lingkup penempatan guru 

meliputi mutasi horizontal (job rotation/transfer) artinya perubahan tempat 

atau jabatan guru tetapi masih pada ranking yang sama atau mutasi vertikal 

adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga 

kewajiban dan kekuasaannya juga berubah 
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Menurut Hasibuan (2001;104) "sebab-sebab pelaksanaan mutasi 

digolongkan atas permintaan sendiri (personnel tran~fCrs) dan alih tugas 

produktif (production transfers)". Yang dimaksud mutasi perrnintaan sendiri 

menurut Hasibuan (2001 ;104) adalah: 

Mutasi atas pennintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas 
keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dan dengan mendapat 
persetujuan dari pirnpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada 
umumnya hanya perpindaban kepada jabatan yang peringkatnya sama 
baik, antar bagian maupun pindah ke tempat lain. Peringkat sama artinya 
kekuasaan dan tanggungjawab maupun besamya balas jasa tetap sama. 

Caranya adalah pegawa1 mengajukan permohonan dengan 

mengemukakan alasan-alasannya kepada pimpinan organisasi tersebut. 

Alasan alasannya adalah sebagai berikut. 

1. Kesehatan: misalnya fisik pegawai kurang mendukung untuk 
melaksanakan pekerjaan. Misalnya dinas luar_ mohon dirnutasi 
menjadi dinas dalam. 

2. Keluarga: misalnya untuk merawat orang tua yang sudah lanjut 
us1anya. 

3. Kerjasama: misalnya tidak dapat bekerja sama dengan pegawa1 
lainnya karena terjadi pertengkaran atau perselisihan. 

Berdasarkan pendapat di at.as, sebab-sebab penempatan guru at.as 

pennintaan sendiri antara lain karena alasan kesehatan: misalnya fisik guru 

kurang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan, alasan keluarga: misalnya 

unt.uk merawat orang t.ua yang sudab lanjut usianya serta alasan tidak dapat 

bekerja sama dengan gurulpegawai lainnya karena terjadi pertengkaran at.au 

perse1isihan. 
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Selanjutnya, yang dimaksud Alih Tugas Produktif (A TF) menurut 

Hasibuan (2001; 104) adalah: 

Alih tugas produktif (ATF) adalah mutasi karena kehendak pimpinan 
untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawa1 
bersangkutan ke jabatan/pekerjaan yang sesua1 dengan 
kecakapannya.ATP didasarkan pada basil penelitian prestasi kerja 
pegawai. Karryawan yang berprestasi baik dipromosikan, sedang 
pegawai yang tidak berprestai dan tidak disiplin didemosikan. Alasan 
lain tugas produktif (production transfers) didasarkan kepada kecakapan, 
kemarnpuan, sikap dan disiplin pegawai. Jadi ATP ini bia,anya bersifat 
mutasi vertikaJ (promosi atau demosi). 

Berdasarkan pendapat di atas, Alih tugas produktif (ATF) dalam 

penempatan gttru adalah mutasi karena kehendak pimpinan untuk 

meningkatkan produksi dengan menempatkan guru bersangkutan ke 

jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Paul Pigors dan Charles 

Mayers ( dalarn Hasibuan, 200I:105) mengemukakan 5 macam transfer yaitu: 

c1. JJroduction 1'ransfer 
Adalah mengalihtugaskan pegawai dari satu bagian ke bagian lain 
secara horizontal, karena pada bagian lain kekurangan tenaga kerja. 

b. Replacement Tranifer 
Adalah mengalihtugaskan pegawai yang sudah lama dinasnya ke 
jabatan lain secara horizontal untuk menggantikan pegawai yang 
masa dinasnya sedikit atau diberhentikan. Replacement Transfer 
terjadi karena aktivitas perusahaan diperkecil sehingga sebagian 
pegawai harus diberhentikan dan hanya pegawai yang mempunyai 
masa dinas yang lama tetap dipekerjakan. 

c. Personality Transfer 
Adalah mengalihtugaskan pegawai ke pekerjaan/jabatan lainnya 
secara horizontal agar pegawai yang bersangkutan dapay melakukan 
pekerjaan atau ahli dalarn berbagai lapangan pekerjaan. 

d. Shift Transfer 
Adalah mengalihtugaskan pegawai yang sifatnya horizontal dari satu 
regu ke regu lain sadang pekerjaannya tetap sama. 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



35 

e. Remedial 'f'ran.\:fer 
Adalah mengalihtugaskan seorang pegawai kc jabatan/pekerjaan lain, 
baik pekerjaannya sama atau tidak atas permintaan pegawai 
bersangkutan karena tidak dapat bekerjasama dengan rekan~rekannya. 

Dari uraian di atas, dapat dikctahui bahwa pengalihtugasan guru olch 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dapat terjadi karena 

bcberapa faktor, misalnya karena pada bagian lain kekurangan tenaga kerja, 

dan karena pegawai yang sudah lama dinasnya pada suatu tempat tertentu. 

Menurut Hasibuan (200I;106) pendekatan mutasi dari segi waktu adalah; 

a. 1'emporary ]'rans.fer 
Temporary transfer adalah mengalihtugaskan pegawai ke 
jabatan/pekerjaan lainnya baik horizontal maupun vertikal yang 
sifatnya sementara. Pegawai bersangkutan akan ditempatkan kembali 
pada jabatan/pekeriaannya semula. 
Temporary transfer sering dilakukan karena seorang pejabat 
berhalangan atau tidak hadir (sakit). Agar tidak terbengkalai, untuk 
sementara pekerjaannya dipindahkan ke pegawai lain. 

b. Permanent 1'ranJfer 
Pennanent transfer adalah mengalihtugaskan pegawa1 ke 
jabatan/pekerjaan baru dalam waktu lama sarnpai dia 
dipindahkan/pensiun. Jadi pegawai tersebut menjadi pemangku 
jabatan itu bukan sebagi pejabat sementara. 
Permanent transfer dilaksanakan atas kehendak pimpman perusahaan 
memutasikan pegawai ke jabatan atau pekerjaan yang baru. 

Aspek terakhir dalam penempatan pegawai adalah demosi. Menurut 

Hadiati (2001 :35) "demosi adalah perpindahan pegawai dari satu posisi ke 

posisi lain yang lebih rendah dengan tanggungjawab, wewenang, dan 

penghasilan yang tenlu saja lebih rendah pula". Demosi merupakan salall satu 

penempatan yang biasanya oleh para pegawai dianggap sebagai hukuman. 
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Tentu saja hal ini tidak selalu benar. Dcmosi kadang-kadang dilakukan karena 

alasan organisasi yang mungkin sedang turun tingkat produksinya, sehingga 

kepada pegawai diberikan pilihan untuk terkena demosi dengan segala 

konsekuensinya atau pemutusan hubungan kerja. Hal lain mungkin karena 

perampingan organisasi, dan sebagainya. 

Perkembangan terbaru dalam manajemen SDM adalah bahwa 

demosi diminta secara sukarela oleh pegawai yang merasa bahwa dia tidak 

bisa melakukan sesuatu yang optimal dalam pekerjaannya sekarang, sehingga 

dia mera<;a frustasi. Namun pada umumnya memang demosi dilaksanakan 

karena terkait dengan pengenaan suatu sanksi disiplin pegawai, misalnya: 

prestasi kerja yang menurun, serta perilaku pegawai yang disfungsional atau 

tingginya tingkat ketidakhadiran. 

Menurut Tayibnapis ( 1995; 198) "perpindahan atau mutasi 

merupakan bagian dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, 

tanggungjawabdan kemampuan yang lebih besar pada pegawai". Untuk 

kepentingan dinas dan pembinaan pegawai, diadakan perpindahan jabatan atau 

perpindahan wilayah kerja. Secara nonnal perpindahan dilakukan antara dua 

sampai lima tahun. Perpindahan untuk kepentingan dinas menyandang tujuan 

ganda yalmi: untuk mendapatkan tenaga yang cakap pada kedudukan yang 

tepat; mencegah terjadinya kejenuhan kerja diantara pegawai yang telah 

menduduki suatu kedudukan untuk jangka waktu lama. 
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Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara vertikal, horizontal 

maupun diagonal. Perpindahan secara horizontal mengandung arti bahwa 

kedudukan seorang pegawai akan tetap pada satu jenjang jabatan, Perpindahan 

tersebut selalu berarti ketiadaan penghargaan terhadap pegawai yang 

bersangkutan karena mungkin beban kerja dan tanggungjawab jabatan-Jabatan 

yang setingkat eselonnya tersebut berbeda~beda .. 

Perpindahan vertikal jelas menunjukkan adanya pemberian 

promosL Demikian pula perpindahan diagonal, yang dapat terjadi di dalarn 

lingkungan kerja sebuah Departernen atau pun keluar Departemen. Dalam 

kerangka ini perpindahan tersebut dapat berarti penggantian tugas pokok atau 

pun perpindahan ke Departemen lain tetapi masih dalarn lingkup tugas pokok 

yang sama. Banyak mispersepsi terhadap kebijaksanaan perpindahan 

pegawai, khususnya apabila berkaitan dengan perpindahan pegawai daerah ke 

pusat. Karena tidak sedikit orang yang mengira bahwa nomer induk pegawai 

merupakan kendala bagi pegawai daerah untuk pindah ke pusat 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan telah banyak dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, Pada penelitian Rahmadin (2009) dengan judul 

"Evaluasi Kebijak.an Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan 

Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa Di Kabupaten Sintang", 
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Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan Proses Penyelenggaraan Perlombaan 

Desa Dan Kelurahan Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Sint.ang berupa perencanaan belum dapat mengacu pad.a Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan. Hasil penelitian ini juga 

memperlihatkan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang, hanya 8 Kecamatan 

yang mengirimkan data berupa profit Desa masing-masing Kecamatan yang 

diikutsertakan dalam kegiatan lomba Desa.Pelaksanaan lomba desa kurang 

berdampak dalam Mernpercepat Akselerasi Pembangunan Desa Di Kabupaten 

Sintang. Hal ini disebabkan pelaksanaan masih dianggap seremonial/upacara 

saja. Dimana persiapan begitu sibuk dilakukan, namun setelah selesai kegiatan 

penilaian tidak ada tindak lanjutnya (pembinaan lebih lanjut). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan 

adalah kondisi Desa berdasarkan potensi yang dirniliki. 

Anggrita Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi 

Kebijakan Pembinaan Posyandu oleh Kelompok Kerja Operasional 

(POKJANAL) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus di 

Kecamatan Banjannasin Timur)". Hasil penelitian menunjukkan Pokjanal 

kecarnatan secara organisatoris sudah dibentuk, berdasarkan eva1uasi yang 

dilakukan dari aspek output ditemukan tidak ada kelengkapan data dan 

informasi, tidak pemah dilakukan analisis masalah dan intervensi, tidak pemah 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



39 

menyusun rencana tahunan dan penjadwalan kegiatan pemhinaan, kegiatan 

koordinasi dan laporan hasil kegiatan tidak pemah dilakukan. Aspek input 

dilihat dari SDM, sarana/prasarana serta pendanaan tidak bcqalan sesuru 

dengan peran dan fungsinya dala1n Pembinaan Posyandu dan aspek proses 

berupa pengumpulan data, informasi dan analisis masalah tidak pemah 

dilakukan. 

Selanjutnya, terkait dengan penempatan pegawai, Syafi'i (2005) 

melakukan penelitian dengan judul "Pemgembangan Karier Pegawai Negeri 

Sipil di Kabupaten Sleman". Dalam penelitian tersebut digunakan konsep 

teoritis mengenai pengembangan karier. Pengembangan karier disini dalam 

arti luas yang meliputi rekrutmen, seleksi, evaluasi dan penilaian, diktat, serta 

promosi dan mutasi. Dari dimensi individu (PNS) dan organisasi 

(Pemda/BKD). Dari dimensi individu (PNS) dibahas mcngenai partisipasinya 

dalam pengembangan karier, sedangkan dari dimensi organ1sas1 

(Pemda/BKD) dibahas mengenai transparansi dan keadilan dalarn pelaksanaan 

program-program pengembangan karier. Konsep faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan karier yang meliputi budaya organisasi dan 

kekuasaan dalarn pengarnbilan keputusan. Berdasarkan analsis data yang ada, 

didapat basil Pengembangan Karier pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman 

pada dimensi partisipasi individu (PNS) masih sangat rendah, dimensi 

transparansi organisasi (Pemda/BKD) sudah baik, dan dimensi keadilan 
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organisasi (Pemda/BKD) sudah bmk, dimana pelaksanaan pengembangan 

karicr tidak membeda-bedakan asal usul baik suku, agama, ras maupun 

gender Sedangkan pengaruh budaya organisasi dan kekuasaan elit terhadap 

pengembangan karier masih kuat, tetapi pengaruhnya sebagian besar bersifat 

positif 

Secara lengkap, rangkuman studi tcrdahulu dan posisi penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel.2.2. Posisi Riset Evaluasi Kebijakan Penempatan dan 
Pemindaban Guru Sekolah Dasar Negeri Oleb Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diantara 
Riset-Riset Terdahulu 

- - --
No JuduVfahun Hasil Riset 

--~ 

Perbedaan dengan Riset 
Penelitian/Lokasi Im 

I Rahmadm (2009): Proses Penyelenggaraan Penelitian Rahmadin 
"Evaluas1 Kebijakan Perlombaan Desa Dan (2009) difokuskan pada 
Penyelenggaraan Kelurahan Oleh Dinas Sosial kesesuaian ant.ara 
Perlombaan Desa Dan Dan Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri 
Kelurahan Dalam Kabupaten Sintang berupa Dalam Neger1 Nomor 
Mempercepat Akselerasi perencanaan belum dapat 13 Tah1m 2005 dengan 
Pembangunan Desa Di mengacu pada Peraturan pelaksanaan dilapangan, 
Kabupaten Sintang" Menteri Dalam Neger1 Nomor sedangkan penelitian ffi1 

13 Tahun 2005 Tentang difokuskan pada kriteria I 
Pedoman Penyelenggaraan eva1uasi kebijakan 
Perlombaan Desa Dan 
Kelurahan 

Anggrim Sari (2012): Evaluas1 yang dilakukan dari 
~·-·-:--

2 Penelitian Anggrita Sari 
"Ev~lqas1 KtPijilk!lfl asp\!!k 9µtpµf ~it~mltk~ tjg~ (20l:l) l!bih gifolqiik!lll 
Pembinaan Posyandu ada kelengkapan data clan pada evaluasi 
oleh Kelompok Kerja informasi, tidak: pemah pembinaan sedangkan 
Operasional dilakukan analisis masalah dan penelitian ini lebih 
(POKJANAL) Kola intervensi, tidak pemah difokuskan pada 
Banjarmasin Provmst menyusun rencana tahunan dan evaluasi penempatan. 
Kalimantan Selatan penjadwalan kegiatan 
(Studi Kasus di pembinaan, kegiatan koordinasi 
Kecamatan Baniarmasin dan laporan hasil keRiatan tidak 
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3 Syafi'> (2005) 

"Pemgembangan Kar1er 
Pegawai Negeri S1pil di 
Kabupaten Sleman". 

~-

Sumber: Penehti, 2018. 
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pemah dilakukan_ 
hasil Pengembangan Kari er Penelitian Syafi'1 
pegawai negeri s1pil di 
Kabupaten Sleman pada di 
partisipasi individu (PNS) 
s11ngat rendah, dim~ns1 
transparans1 organisas1 
(Pemda/BKD) sudah baik, 

(2005) Jeb1h difOkuskan 
mens1 kepada pengembangan 
masih kar1er (promosi) 

stidangkan p~nelitian in1 
lebih kepada 

clan penempatan dalam 
rangka pemerataan guru dimensi keadilan organ1sas 

(Pemda/BKD) sudah ba1k, 
dimana pelaksanaan 
pengembangan karier tidak 
membeda-bedakan asal us ul 

pun 
aruh 

baik suku, agama, ras mau 
gender_ Sedangkan peng 
budaya organ1sas1 clan 
kekuasaan elit terhadap 
pengembangan karier mas 
kua~tetap1penganJhnya 
seblloian besar bersifat oos 

th j_ I 
'"f ~---- _J 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini berangkat dari adanya adanya perbedaan yang cukup 

mencolok mengenai jumlah sekolah, murid dan guru-guru di berbagai 

kecarnatan di wilayah Kabupaten Sintang. Pada beberapa kecamatan, terutama 

di desa-desa, banyak SD yang hanya dikelola 4-5 orang guru, yang harus 

mengaiar 6 ( enam) kelas. 

Persoalan tersebut akan dibahas dengan menggunakan teori yang 

dikemukakan oieh Dunn (2003:610) tentang kriteria evaluasi kebijakan. Secara 

iengkap, konsep yang penulis bangun ini dapat digarnbarkan pada Gambar 

berikut ini. 
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Gambar 2 1 
Kerangka Pik1r Penelitian "Evaluas1 Keb1_jakan Penempatan dan Pemindahan Guru Sekolah 

Dasar Negeri Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten S1ntang" 

Masalah: _______________ , 
MiJSih b!';!lurn optimalnya kebijakan pen!'lmpauin dan mmiindahan guru sekolah 
dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sint.ang 

Kecukupan Pemerataan Ketepatan Efektivitas Efisiensi Responsivitas 

I I I I I 
~ 

Toon: 
Qunn (2000,.\Q) 1entang kritena eva11}8si 
suatu program atau kebijakan publik untuk 
mengukur keberhasilan program """ kebijakan publik_ 

l 
Kondis1 yang diharapkan: 
T erd1stribusikannya Guru Sekolah Das..-
Neger1 oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuat 
ketersed1aan guru dan kebutuhan sekolah 
sccara adil dan merat.a 

L 
Output nset: 
Hasil evaluasi dapat menjadi salah satu referensi 

-------------------------- dalam mengambil Jangkah-langkah kebijakan dalam 
hubungannya dengan distribusi dan penempatan Guru 
SD Negeri di Kabupaten Sinta.ng 

Sumber: Penehti, 2019 
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D. Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: 

I. Efektivitas adalah basil guna kebijakan penempatan dan pemindahan guru 

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang. 

2. Efisiensi adalah usaha diperlukan untuk mencapai tujuan kebiJakan 

penempatan dan pemindahan guru sekolah dasar negeri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 

3_ Kecukupan adalah kesesuaian metoda yang dilaksanakan dengan sasaran yang 

akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan pemindahan guru 

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sin tang 

4. Pemerataan adalah keadilan dalam distribusi guru sekolah dasar negeri oleh 

Dmas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 

5. Responsivitas adalah tanggapan atas penerapan kebijakan penempatan dan 

pemindahan guru sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang 

6. Ketepatan adalah kelayakan kebijakan penempatan dan pemindahan guru 

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sintang 
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A. Desain Penelitian 

BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian m1 adalah deskriptif kualitatif Menurut Ali 

( l 997). metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan 

kondisi saat ini. Sedangkan menurut Menurut Azwar (1998) penelitian 

deskriptif menggambarkan secara sistematik dan akurat falcta serta 

karakteristik mengenai subyek penelitian atau bidang tertentu, serta 

berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang sesuai dengan apa 

adanya. 

Penelitian deskripsi dalam penelitian ini akan menggambarkan 

secara sistematik terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan Evaluasi 

penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. 

Moleong (1994) menegaskan bahwa cara terbaik yang perlu 

ditempuh adalah mempertimbangkan teori substantif, dengan cara 

melakukan penjajakan lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian 

dengan kenyataan yang berada dilapangan. Penelitian ini dilakukan pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang serta pada Sekolah 
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Dasar Negeri yang ada di beberapa wilayah Kccamatan di Kabupaten 

Sintang. 

B. Somber lnformasi dan Pemilihan lnforman 

Dalam penelitian ini yang dipandang sebagai informan (sumber 

informasi) adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. 

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sintang 

3. Kepala Sekolah Sekolah Dasar di Jokas1 penelitian dan Guru. 

Pemilihan informan dilakukan dengan mempergunakan metode 

purposive yang menurut pendapat Awangga (2007), merupakan pemilihan 

sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat­

sifat informan yang sudah diketahui sebelumnya. Selain itu juga peneliti 

sudah mengenal dan mengetahui orang-orang yang mcmahami 

permasalahan yang akan diteliti. 

Informan dipilih secara purposive (purposive sampling). Hal ini 

dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan 

kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat 

digunakan untuk membangun teori. Sedangkan informan selanjutnya 

diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang Jain yang dapat 

memberikan infonnasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk 
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menunjuk orang lain yang dapat memberikan infonnasi, dan seterusnya 

sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Artinya, bila dengan 

menambah informan hanya d1peroleh infonnasi yang sama, berarti jumlah 

informan sudah cukup (sebagai informan terakhir) karena informasinya 

sudah jenuh (Pasalong, 2013). Cara serupa ini lazim disebut snowball 

sampling, yaitu infonnan dipilih secara bergilir sampai menunjukkan 

tingkat kejenuhan informasi. 

C. Instrumen Penelitian 

lnstrumen atau alat pengumpul data dalam penelitian 1n1 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, yaitu sejurnlah pertanyaan yang disusun secara 

sistematis yang akan disampaikan secara Jangsung kepada informan 

penelit1an melalui proses tatap muka (wawancara). 

2. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, 

peraturan-peraturan, Perda dan sebagainya yang sesuai dengan ruang 

lingkup penelitian 

3. Pedoman observasi untuk menjaring data tentang situasi dan kondisi 

yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sintang Dalam Penempatan dan Pemindahan Guru 

Sekolah Dasar (SD). 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatit; proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) 

kegiatan. Lofland dan Lofland (dalam Awangga, 2007) menegaskan bahwa 

dalam rangka pengumpulan data ada tiga kegiatan yaitu : Proses memasuki 

lokasi penelitian (getting in), Ketika berada di lokasi penelitian (getting along) 

dan tahap pengumpulan data (logging the data). 

I. Proses memasuki lokasi penelitian (getting in) 

Dengan membawa izin fonnal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar 

akan mengadakan penelitian rnemasuki lokasi penelitian. Peneliti 

memperkenalkan diri pada pimpinan/kepala sekolah dan staf pengaJar, ha! ini 

dilakukan dengan tujuan agar dapat melebur diri dan membaur dengan latar 

penelitian secara baik. Selain itu dimaksudkan untuk melakukan adaptasi dan 

proses belajar dengan informan yang dilandasi hubungan etik dan simpatik 

sehingga dapat mengurangijarak sosial antara peneliti dengan informan. 

2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along) 

Ketika tanpa ini peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi 

yang lebih akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi yang dibutuhkan 

secara lengkap dan berupaya menangkap makna dari informasi dan 

pengamatan yang diperoleh. 

3. Mengumpulkan data (logging the data) 

Pada tahap ini peneliti menggunakan tiga macarn teknik pengumpulan 

data yaitu : 
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a. Observasi (pengamatan) Teknik observasi baik yang partisipatif maupun 

non partisipatif digunakan untuk 1nengamati tentang pandangan dan sikap 

subjek penclitian. Secara rinci akan diamati a) Ketersediaan a tau 

kesiapan sumber daya (sumber daya manus1a, sarana, prasarana dan 

anggaran sekolah), b) Proses implementas1 (kelembagaan, pemahaman 

konsep dan tujuan, dan pelaksanaan kebijakan penernpatan guru dan 

transparansi dalam penempatan guru. 

b. Wawancara mendalam (in depth-interview). Teknik ini dilakukan atau 

digunakan untuk mendapatkan dan mengungkat informasi (data ernpiris) 

yang berhubungan dengan: pandangan dan sikap aktor/stakeholders dalam 

kebijakan penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri Oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Faktor-faktor apa 

saja yang menjadi kendala terkait dengan hal-hal dalam kebijakan 

penempatan dan pemindahan Guru Sekolah Dasar Negeri. Mengingat 

keterbatasan peneliti dalam merekam dan mengingat, serta agar data hasil 

wawancara ini dapat terekam dengan baik, tidak ada terlewatkan maka 

dalam melakukan wawancara peneliti rnenggunakan alat bantu berupa 

pedoman wawancara dan radio kaset. 

c. Dokumentasi. Digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dan data 

yang diarnbil dari dokumen, berupa surat-surat keputusan, hasil rapat dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan kebijakan Penempatan Guru 

Sekolah Dasar Negeri. 
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E. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh sebelum diolah ditafsir terlebih dahulu. 

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan pada 

pendapat Purwoko (1999), analisa data tersebut akan digambarkan dalam 

tahapan sebagai berikut: 

a) Reduksi data, penulis melakukan identifikasi, pemilahan dan 

membuat kategori - kategori data dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam penelitian untuk menfokuskan data yang terkumpul. 

b) Pengorganisasian data, yaitu penulis menyusun kembali semua data 

yang berkaitan dngan kebijakan Penempatan Guru Sekolah Dasar 

Negeri. 

c) Interprestasi data, yaitu memberikan uraian - uraian terhadap data 

yang telah disusun untuk menarik kesimpulan dari data tersebut 

Dikemukakan oleh Moeloeng ( 1994) bahwa salah satu teknik Analisis 

Deskriptif Kualitatif adalah Flow Model Analysis atau Model Analisis 

Mengalir yang meliputi : 

1. Data Reduction, yaitu mengambil data yang diperlukan untuk melakukan 

analisis, sedangkan data yang tidak diperlukan untuk analisis tidak 

diambiL Seperti wawancara dengan nara sumber (infonman) secara 

mendalam. Tidak semua hasil wawancara dianalisis, tapi yang dianggap 

penting saja diambil sebagai data pendukung. 
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2. Data Display, agar data lebih mudah untuk dimengerti, maka data 

ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga analisis yang dilakukan akan 

lebih akurat 

3. Data Conclusion, adalah tahap penarikan kesimpulan setelah melakukan 

reduksi dan display terhadap data. 

Alasan digunakannya teknik Analisis DeskriptifKualitatifantara lain. 

I. Mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail dan mendalam 

dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya 

dengan variabel-variabel yang diteliti. 

2. Analisis Deskriptif Kualitatif dapat mengkaJi temuan-temuan dari kasus 

yang ada terjadi di lokasi penelitian. 

Teknik deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan atau 

menggambarkan mengenai keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang 

diamati, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui. 

Untuk itu fenomena mengenai penempatan dan pemindahan guru SD, baik 

yang menyangkut data primer, sekunder atau analisis stakeholder dilakukan 

untuk memperoleh informasi dan hubungan antar variabel secara kuat dan 

mendalam. 
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